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Abstract
The purpose of this study was to analyze the comparison of the financial performance of the Langsa City government and East Aceh Regency. Financial performance is measured using five indicators, namely efficiency ratios, effectiveness ratios, compatibility ratios, growth ratios and radiant ratios. The results of the study stated that the financial efficiency ratio of Langsa City during the observation period was more efficient than that of East Aceh Regency. The financial effectiveness ratio of East Aceh Regency during the observation period was more effective than that of Langsa City. The Conformity Ratio measured by the value of the ratio of operating expenditures shows that Langsa City is high when compared to East Aceh District, the APBD and PAD growth ratios of the two regions are both in positive values. The operating expenditure growth ratio of Langsa City is better because it shows a lower ratio value compared to East Aceh District and the operating expenditure growth ratio of East Aceh Regency during the observation period is on average higher. This is evidenced by the value of the ratio of operating expenditures in East Aceh Regency on average each year above 10%. East Aceh District is more capable of self-financing government activities than Langsa City. The pattern of self-reliance is in the consultative and participatory categories. The value of the regional financial independence ratio of Langsa City is in the Instructive relationship pattern (Langsa City is not able to implement regional autonomy financially).

Keywords: Financial Performance, Langsa City, East Aceh Regency.
			 
PENDAHULUAN
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Paat, 2013). Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jujur terhadap apa yang sudah dilakukan, serta bagaimana akuntabilitasnya dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). bentuk alat atau cara untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan melakukan analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efesiensi, Keserasian, Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian.
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sebelumnya berada dalam suatu wilayah, namun sejak tahun 2002 kabupaten Aceh Timur terjadi pemekaran menjadi tiga wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang, akan tetapi dari ketiga Kabupaten/Kota yang memiliki hubungan erat yaitu Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa ketimbang Aceh Tamiang, dikarnakan banyak aset-aset Aceh Timur yang masih di Kota langsa, dengan terjadinya pemekaran tiga wilayah Kabupaten/Kota ini maka akan menjadi daerah otonomi dalam mengelola keuangan daerah masing-masing. Indikator yang digunakan sama halnya dengan yang berlaku untuk wilayah lainnya. Indikator kinerja keuangan tersebut dapat dijadikan tolak ukur dari menyusun perencanaan untuk masa yang akan datang yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berikut ini adalah tabel Total Pendapatan dan Total Belanja, serta persentase penyerepan anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Langsa tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 1 Total Pendapatan dan Total Belanja
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa Tahun 2013-2017
	Kabupten Aceh Timur
	Total Pendapatan
	Total Belanja
	%
	Kota Langsa
	Total Pendapatan
	Total Belanja
	%

	2013
	955.562.269.338
	897.529.633.803
	106,46
	2013
	560.020.278.916
	545.553.069.011
	102,65

	2014
	1.275.984.646.148
	1.258.955.530.118
	101,35
	2014
	756.493.119.914
	729.568.321.370
	103,69

	2015
	1.530.416.788.307
	1.504.995.457.061
	101,68
	2015
	788.699.248.564
	788.712.999.182
	100,00

	2016
	1.724.364.585.411
	1.751.871.412.797
	98,42
	2016
	984.060.051.478
	928.809.983.737
	105,95

	2017
	1.964.377.122.360
	1.992.553.882.639
	98,58
	2017
	1.014.826.702.264
	918.455.638.870
	110,49


Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Timur dan Kota Langsa

Pertumbuhan nilai total Pendapatan dan total belanja dari masing-masing daerah tentu saja akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah setiap tahunnya. Indikator dari kinerja keuangan ikut mempengaruhi rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan dari masing- masing daerah.
Susanti dan Saftiana (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui peringkat kinerja keuangan daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dengan meneliti lima indikator rasio yaitu, Rasio Keuangan, Kemandirian, Efektifitas, Aktifitas Keuangan Daerah, Hasil Analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Lampung memiliki tingkat tertinggi yaitu 63,81% dan Provinsi Bengkulu memiliki tingkat terendah yaitu 49,22%. Hasil analisis kemandirian dan efektifitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Provinsi Sumatra Selatan memiliki milai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43% dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52%. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah pada lima Provinsi Se- Sumatera Bagian Selatan.
Kelima indikator yaitu rasio efesiensi, rasio efektifitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian untuk kedua daerah dapat terukur. Alokasi dari belanja pemerintah Kota Langsa maupun Kabupaten Aceh Timur dapat menunjukkan kinerja keuangan masing-masing daerah, dimana menunjukkan rasio keserasian keuangan daerah. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing daerah menggambarkan tingkat rasio efektivitas dari keuangan daerah, realisasi bantuan dari pusat dan provinsi untuk masing-masing daerah menggambarkan ratio kemandirian dari keuangan daerah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis bertujuan untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkan dalam studi yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan Pemerintah Daerah Kabupatan Aceh Timur”.

METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
Variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, dalam penelitian ini penulis meneliti lima indikator kinerja keuangan yang mencakup beberapa parameter yaitu berupa, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian. Periode observasi dalam penelitian ini adalah Rasio Kinerja Keuangan daerah pada tahun 2013-2017. 

Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data didalam penelitian ini adalah data kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, atau data yang diperoleh dari pihak lain berupa Laporan Keuangan Daerah. Data ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Data laporan realisasi APBD berasal dari dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan pada Badan Pusat Statistik Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mencari data yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) pada Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.

Metode Analisis Data 	
Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghitung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2013-2017. Metode ini dilakukan dengan dengan memperhatikan indikator kinerja pemerintah Aceh Timur dan Kota Langsa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah: rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio kemandirian, rasio efesiensi, dan rasio pertumbuhan. Untuk mengetahui kelima indikator kinerja keuangan yang penulis tetapkan untuk dianalisis penulis menggunakan perhitungan/rumus rasio sebagai berikut:
1. Rasio Efektivitas PAD

2. Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

3. Rasio Keserasian

4. Rasio Pertumbuhan

5. Rasio Kemandirian



HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja keuangan berupa rasio keuangan yang merupakan indikator keuangan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber–sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran kinerja Keuangan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur menggunakan 5 rasio yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian. Berikut penjelasan masing-masing rasio yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja keuangan Kota Langsa.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa
Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan suatu daerah ditetapkan penilaiannya dengan menggunakan kriteria efisiensi kinerja keuangan. Semakin kecil nilai rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Langsa dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

	Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Langsa, 2013-2017
	Tahun
	Realisasi Belanja Daerah
	Realisasi Pendapatan Daerah
	Rasio Efisiensi (%)
	Keteranngan

	2013
	545.553.069.011
	560.020.119.914
	97,42
	Efisien

	2014
	729.568.321.376
	756.493.119.914
	96,44
	Efisien

	2015
	788.712.999.182
	788.699.248.564
	100,00
	Efisien Berimbang

	2016
	928.809.983.737
	984.060.051.478
	94,39
	Efisien

	2017
	918.455.638.870
	1.014.826.702.264
	90,50
	Efisien


Sumber: Data diolah, 2019

Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas PAD Kota Langsa menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam merealisasi Target PAD yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran dengan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Nilai Rasio Efektivitas yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah semakin baik. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Langsa lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Langsa, 2013-2017
	Tahun
	Target Penerimaan PAD
	Realisasi Penerimaan PAD
	Rasio Efektivitas (%)
	Keterangan

	2013
	64.236.271.012
	57.242.418.960
	89,11
	Tidak Efektif

	2014
	105.021.202.287
	114.168.702.058
	108,71
	Efektif

	2015
	114.529.994.341
	108.924.585.107
	95,11
	Tidak Efektif

	2016
	133.420.175.265
	121.369.467.376
	90,97
	Tidak Efektif

	2017
	127.325.504.605
	120.138.956.032
	94,36
	Tidak Efektif


Sumber: Data Diolah, 2019

Rasio Keserasian
Rasio Keserasian Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio keserasian dapat diketahui dengan dua cara perhitungan, yaitu Perhitungan Rasio Belanja Operasi dan Perhitungan Rasio Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi adalah perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio Belanja Modal adalah perbandingan Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Nilai dari rasio akan menggambarkan besar porsi alokasi untuk kedua jenis belanja. Umumnya bagi suatu daerah besaran alokasi belanja operasi memiliki porsi alokasi lebih besar pada belanja modal, yaitu mencapai 60-90% dari total belanja daerah (Kategori Tinggi). Sedangkan porsi belanja modal secara umum setiap daerah memiliki porsi alokasi lebih kecil dari total belanja daerah yaitu hanya mencapai 5-20% (Kategori Rendah). Berikut ini pada tabel 7 memperlihatkan hasil perhitungan rasio keserasian Keuangan Kota Langsa, yang diukur dari rasio belanja operasi.

Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kota Langsa, 2013-2017
	Tahun
	Belanja Daerah
	Belanja Operasi
	Rasio Belanja Operasi (%)
	Kriteria

	2013
	545.553.069.011
	481.571.411.402
	88
	Tinggi

	2014
	729.568.321.376
	535.544.799.321
	73
	Tinggi

	2015
	788.712.999.182
	579.773.544.009
	74
	Tinggi

	2016
	928.809.983.737
	613.891.603.291
	66
	Tinggi

	2017
	918.455.638.870
	585.158.924.391
	64
	Tinggi


Sumber: Data Diolah, 2019

Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan adalah salah indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya. Jika angka pertumbuhan bernilai positif artinya daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah tetapi bernilai negatif maka artinya tidak terjadi peningkatan atau tidak ada pertumbuhan pada komponen indikator rasio pertumbuhan. Terdapat beberapa komponen untuk mengukur rasio pertumbuhan keuangan daerah, diantaranya Pendapatan Daerah, Penerimaan PAD, Belanja Modal dan Belanja Operasi. Tabel 8 berikut menunjukkan hasil perhitungan beberapa komponen dari rasio pertumbuhan Pemerintahan Kota Langsa.

Tabel 8 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kota Langsa, 2013-2017
	Tahun
	Ratio Pertumbuhan APBD (%)
	Ratio Pertumbuhan PAD (%)
	Ratio Pertumbuhan
Belanja Modal (%)
	Ratio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)

	2013
	20,17
	11,94
	35,79
	13,00

	2014
	35,08
	99,45
	52,17
	11,21

	2015
	4,26
	-4,59
	53,60
	8,26

	2016
	24,77
	11,43
	16,88
	5,88

	2017
	3,13
	-1,01
	90,95
	-4,68


Sumber: Data Diolah, 2019

Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan besarnya PAD dibandingkan dengan Bantuan Pusat/Provinsi. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri yang akan menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tabel 9 berikut menunjukkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kota Langsa.

Tabel 9 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Langsa, 2013-2017
	Tahun
	Realisasi PAD
	Bantuan Provinsi/Pusat
	Rasio Kemandirian
	Kriteria
	Pola Hubungan

	2013
	52.242.418.960
	502.777.859.955
	11
	0%-25%
	Instruktif

	2014
	114.168.702.058
	612.443.546.876
	19
	0%-25%
	Instruktif

	2015
	108.924.585.107
	642.174.417.855
	17
	0%-25%
	Instruktif

	2016
	121.369.467.376
	597.848.048.109
	20
	0%-25%
	Instruktif

	2017
	120.138.956.032
	804.749.467.280
	15
	0%-25%
	Instruktif


Sumber: Data Diolah, 2019

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Rasio Efisiensi
Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini.
Tabel 10 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur 2013-2017
	Tahun
	Realisasi Belanja Daerah
	Realisasi Pendapatan Daerah
	Rasio Efisiensi (%)
	Keterangan

	2013
	897.529.633.802
	955.562.269.338
	93,93
	Efisien

	2014
	1.258.955.530.118
	1.275.984.646.148
	98,67
	Efisien

	2015
	1.504.995.457.061
	1.530.416.788.307
	98,34
	Efisien

	2016
	1.751.871.412.797
	1.724.364.585.411
	101,60
	Tidak Efisien

	2017
	1.992.553.882.639
	1.964.377.122.360
	101,43
	Tidak Efisien


Sumbar: Data Diolah, 2019

Rasio Efektivitas
Nilai Rasio Efektivitas yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kinerja keuangan daerah semakin baik. Nilai Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2013 sampai tahun 2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 11 berikut.
Tabel 11 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur 
2013-2017
	Tahun
	Target Penerimaan PAD
	Realisasi Penerimaan PAD
	Rasio Efektivitas (%)
	Keterangan

	2013
	39.995.394.997
	42.805.235.988
	107,03
	Efektif

	2014
	79.260.371.581
	86.544.530.935
	109,19
	Efektif

	2015
	105.006.210.928
	98.704.908.472
	94,00
	Tidak Efektif

	2016
	99.342.963.021
	94.337.443.632
	94,96
	Tidak Efektif

	2017
	140.299.540.932
	158.492.371.450
	112,97
	Efektif


Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tmur, 2019

Rasio Keserasian
Walaupun tidak ada ketentuan yang baku terhadap rasio keserasian belanja operasi dan rasio belanja modal, umumnya besaran alokasi belanja operasi suatu daerah memiliki porsi alokasi lebih besar pada belanja modal, yaitu mencapai 60- 90% dari total belanja daerah (Kaegori Tinggi). Sedangkan porsi belanja modal hanya mencapai 5-20% (Kategori Rendah) dari total belanja daerah. Berikut ini pada tabel 12 memperlihatkan hasil perhitungan rasio belanja operasi Pemerintah Aceh Timur.
Tabel 12 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Kabupaten Aceh Timur, 2013-2017
	Tahun
	Belanja Daerah
	Belanja Operasi
	Rasio Belanja Operasi (%)
	Kriteria

	2013
	897.529.633.802
	511.681.652.745
	57
	Rendah

	2014
	1.258.955.530.118
	561.620.278.547
	45
	Rendah

	2015
	1.504.995.457.061
	809.511.162.090
	54
	Rendah

	2016
	1.751.871.412.797
	1.004.928.953.581
	57
	Rendah

	2017
	1.992.553.882.639
	1.125.072.232.154
	56
	Rendah


Sumber: Data Diolah, 2019

Rasio Pertumbuhan
Tabel 13 berikut menunjukkan hasil perhitungan beberapa komponen dari rasio pertumbuhan keuangan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, yaitu Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Pertumbuhan Penerimaan PAD, Rasio Pertumbuhan Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi. Jika nilai rasio pertumbuhan bernilai positif artinya daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dan jika nilai rasio bernilai negatif maka artinya tidak terjadi peningkatan atau tidak ada pertumbuhan pada komponen indikator rasio pertumbuhan.

Tabel 13 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Timur, 2013-2017
	Tahun
	Ratio Pertumbuhan APBD (%)
	Ratio Pertumbuhan PAD (%)
	Ratio Pertumbuhan Belanja Modal (%)
	Ratio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)

	2013
	18,59
	18,99
	14,92
	11,06

	2014
	33,53
	102,18
	80,73
	9,76

	2015
	19,94
	14,05
	-0,27
	44,14

	2016
	12,67
	-4,42
	7,40
	24,14

	2017
	13,92
	68,01
	16,14
	11,96


Sumber: Data Diolah, 2019

Rasio Kemandirian
Rasio Kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan besarnya PAD dibandingkan dengan Bantuan Pusat/Provinsi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas di harapkan Kabupaten Aceh Timur mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh Timur selama tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2017 berada pada pola hubungan kemandirian yang bervariasi. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 14 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Timur, 2013-2017
	Tahun
	Realisasi PAD
	Bantuan Provinsi/Pusat
	Rasio Kemandirian
	Kriteria
	Pola Hubungan

	2013
	42.805.235.988
	58.516.506.000
	73
	50%-75%
	Partisipatif

	2014
	86.544.530.935
	230.260.812.409
	38
	25%-50%
	Konsultatif

	2015
	98.704.908.472
	377.989.375.098
	26
	25%-50%
	Konsultatif

	2016
	94.337.443.632
	526.365.604.471
	18
	0%-25%
	Instruktif

	2017
	158.492.371.450
	287.512.203.750
	55
	50%-75%
	Partisipatif


Sumber: Data Diolah, 2019
Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
Perbandingan Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah (Halim, 2007:234). Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Perbandingan Rasio Efisiensi Keuangan antara Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15 Perbandingan Rasio Efisiensi
	Daerah
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria

	Kota Langsa
	97,42
	Efisien
	9,44
	Efisien
	100,00
	Efisien Berimbang
	94,39
	Efisien
	90,50
	Efisien

	Aceh Timur
	93,90
	Efisien
	98,70
	Efisien
	98,30
	Efisien
	102,00
	Tidak Efisien
	101,40
	Tidak Efisien



Berdasar hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa rasio efisiensi Keuangan Kota Langsa selama periode observasi lebih efisien dibandingkan Kabupaten Aceh Timur, hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efisiensi selama periode observasi secara rata-rata berada pada kriteria kurang dari seratus persen (<100%), Jika nilai lebih dari 100% berarti tidak Efesien, Jika nilai 100% maka dikatakan Efesien yang berimbang, dan jika kurang dari 100% maka itu  dikatakan Efesien, sesuai dengan kriteria rasio efeisiensi keuangan daerah (Mahsun, 2012). Keberhasilan itu memiliki arti apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi target penerimaan pendapatannya lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima. Sedangkan nilai rasio efisiensi keuangan Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi atau dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 berada di atas 100 persen.

Perbandingan Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas menggambarkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efektif apabila nilai rasio efektivitas berada diatas 100%.

Tabel 16 Perbandingan Rasio Efektivitas
	Daerah
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria

	Kota Langsa
	81,33
	Tidak Efektif
	108,70
	Efektif
	95,11
	Tidak Efektif 
	90,97
	Tidak Efektif
	94,36
	Tidak Efektif

	Aceh Timur
	107,00
	Efektif
	109,00
	Efektif
	94,00
	Tidak Efektif
	95,00
	Tidak Efektif
	113,00
	Efektif



Dari hasil analisis data (Tabel 16), maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio efektivitas keuangan Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi lebih Efektif dibandingkan dengan Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2013, 2014, dan 2017 nilai rasio efektivitas Keuangan berada diatas 100 persen. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif, Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x= 100%) berarti efektivitas berimbang, dan Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif. Sesuai dengan kriteria rasio efektivitas keuangan daerah (Mahsun, 2012).
Perbandingan Rasio Keserasian
Rasio Keserasian dapat dilihat dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Dalam penelitian ini rasio keserasian hanya diukur dari nilai rasio belanja operasional pada pemerintah Kota Langsa dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Perbandingan nilai Rasio Belanja Operasi antara Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur ditunjukkan pada pada tabel 17 berikut.
Tabel 17 Perbandingan Rasio Belanja Operasi
	Daerah
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria

	Kota Langsa
	88,00
	Tinggi
	73,00
	Tinggi
	74,00
	Tinggi
	66,00
	Tinggi
	64,00
	Tinggi

	Aceh Timur
	57,00
	Rendah
	45,00
	Rendah
	54,00
	Rendah
	57,00
	Rendah
	56,00
	Rendah


Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa rasio belanja operasional Kota Langsa tergolong tinggi jika dibandingkan Kabupaten Aceh Timur, atau dapat dikatakan porsi belanja operasional Kota Langsa lebih tinggi termasuk kategori 60%-90%. Hal ini berhubungan dengan kinerja keuangan yang dilihat dari nilai rasio belanja modal. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi 2010).

Perbandingan Rasio Pertumbuhan
Kinerja Keuangan yang diukur dengan Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hasil analisis dari Nilai Rasio Pertumbuhan APBD/PAD/Belanja Operasi diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Rasio Pertumbuhan APBD
	Daerah
	2013 (%)
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017(%)

	Kota Langsa
	20,20
	35,08
	4,26
	24,77
	3,13

	Aceh Timur
	18,60
	33,53
	19,90
	12,67
	13,90



Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh gambaran bahwa rasio pertumbuhan APBD Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur sama-sama berada pada nilai positif. Kedua daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan angka pertumbuhan dari APBD yang artinya kinerja keuangan melalui rasio pertumbuhan adalah baik. Rasio Pertumbuhan PAD untuk kedua daerah dapat dijelaskan bahwa selama periode observasi nilai rasio pertumbuhan PAD Kota Langsa mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan nilai rasio pertumbuhan yang negatif, yaitu terjadi pada tahun anggaran 2015 dan 2017. Nilai rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Aceh Timur bernilai negatif terjadi tahun 2016. Perbandingan nilai Rasio Pertumbuhan PAD Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur lebih rinci ditunjukkan pada tabel 19 berikut.


Tabel 19 Perbandingan Rasio Pertumbuhan PAD
	Daerah
	2013 (%)
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017 (%)

	Kota Langsa
	11,90
	118,54
	-4,59
	11,43
	-1.00

	Aceh Timur
	19,00
	102,18
	14,10
	-4,42
	68,00



Rasio pertumbuhan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah lebih baik dalam memperoleh PAD dan pertumbuhan PAD yang semakin besar juga mempengaruhi Pertumbuhan APBD semakin baik. Nilai rasio pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa daerah mampu mempertahan dan meningkatkan angka pertumbuhan komponen kinerja keuangan. Jika nilai rasio pertumbuhan belanja operasi positif artinya alokasi belanja operasi mengalami kenaikan dengan nilai yang bervariasi. Idealnya Alokasi belanja operasional suatu daerah menunjukkan angka penurunan agar alokasi belanja beralih ke belanja modal. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dari belanja daerah antara 5-20% Perbandingan nilai rasio pertumbuhan belanja operasi Kota Langsa dan Kabupaten Aceh dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20 Perbandingan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi
	Daerah
	2013 (%)
	2014 (%)
	2015 (%)
	2016 (%)
	2017 (%)

	Kota Langsa
	13,00
	11,21
	8,26
	5,88
	-4,70

	Aceh Timur
	11,10
	9,76
	44,10
	24,14
	12,00



Berdasar nilai rasio pertumbuhan belanja operasi dapat disimpulkan bahwa Kota Langsa lebih baik karena menunjukan nilai rasio pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Aceh Timur, dimana rata-rata nilai pertumbuhan dibawah 10%. Pada tahun 2017 Kota Langsa mampu menurunkan nilai pertumbuhan belanja operasional daerah hingga 4,7% yang berarti bahwa alokasi belanja daerah dialihkan ke belanja modal. Nilai rasio pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi secara rata-rata lebih tinggi. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai rasio belanja operasi Kabupaten Aceh Timur secara rata-rata setiap tahunnya diatas 10%.

Perbandingan Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Berikut ini hasil perbandingan rasio kemandirian keunagan daerah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2013 sampai tahun 2017.






Tabel 21 Perbandingan Rasio Kemandirian
	Daerah
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria
	%
	Kriteria

	Kota Langsa
	10,00
	Instruktif
	19,00
	Instruktif
	17,00
	Instruktif
	20,00
	Instruktif
	15,00
	Instruktif

	Aceh Timur
	73,00
	Partisipatif
	38,00
	Konsultatif
	26.00
	Konsultatif
	18,00
	Instruktif
	55,00
	Partisipatif



Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari kedua daerah yang diobsevasi, selama periode observasi tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten Aceh Timur lebih mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dibanding Kota Langsa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio kemandirian keuangan Kabupaten Aceh Timur mayoritas berada diatas 0%-25%, dengan kata lain Pola hubungan kemandirian masuk dalam kategori konsultatif dan partisipatif. Pada Tahun Anggaran 2016 pernah turun menjadi pola hubungan Instruktif namun tahun 2017 kembali meningkat pada pola hubungan Partisipatif. Pola hubungan Partisipatif adalah kondisi dimana peranan pemerintah pusat/provinsi semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom Kabupaten Aceh Timur telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan etonomi. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio kemandirian keuangan daerah (Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier, 2013). Sedangkan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kota Langsa selama periode observasi masyoritas berada pada kriteria 0%-25% atau berada pada pola hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat/provinsi lebih dominan daripada kemandirian pemerintah Kota Langsa (Kota Langsa tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Rasio efisiensi Keuangan Kota Langsa selama periode observasi lebih efisien dibandingkan Kabupaten Aceh Timur; (2) Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi lebih baik dibandingkan dengan Kota Langsa; (3) Rasio Belanja Operasi Kota Langsa berada pada besaran antara 60%-90% yang artinya seperti daerah pada umumnya alokasi Belanja Operasi Pemerintahan Kota Langsa berada pada kategori lebih tinggi dibanding belanja modal. Nilai Rasio Belanja Operasi Kabupaten Aceh Timur menunjukkan berada pada besaran kurang dari 60% (bukan 60%-90%), artinya rasio belanja operasi Kabupaten Aceh Timur dapat dikategorikan Rendah; (4) Rasio pertumbuhan APBD Kota Langsa dam Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selama periode observasi mengalami angka pertumbuhan yang positif yang berarti bahwa Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur mampu mempertahankan dan meningkatkan Penerimaan Daerah; (5) Selama periode observasi tahun 2013 sampai dengan 2017 Kabupaten Aceh Timur lebih mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dibanding Kota Langsa.
Beberapa saran yang diberikan penulis antara lain: (1) Pemerintahan Kota Langsa harus mampu meningkatkan potensi PAD sehingga akan mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat/provinsi. Dengan meningkatnya PAD maka berdampak pada peningkatan pendapatan daerah yang akhirnya berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, baik alokasi belanja operasi maupun belanja modal; (2) Diharapkan Kabupaten Aceh Timur terus mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja keuangan daerah terutama penerimaan PAD agar terus dioptimalkan. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah baru mencapai tingkatan yang efisien dan efektif, oleh karena itu pada tahun-tahun yang datang ratio efisiensi dan ratio efektivitas keuangan daerah masih perlu di tingkatkan lagi sehingga bisa mencapai tingkatan yang lebih baik.
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